
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KATINGAN 

NOMOR 61 TAHUN 2020 

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENOAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KATINGAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan
Daerah Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penajabran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2021 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang -  Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia;

3. Undang -  Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

4. Undang -  Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan An tara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang -  Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang -  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan Lem baran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang -  Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); <



7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
171, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 
Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungj awaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administras! Pimpinan dan Anggota Dewan , 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik A -  
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Pariai Politik;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan 
Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Æaerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 
1.187.831.814.784 yarfg bersumber dari :

a. Pendapatan Asli;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain -  lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

( 1 ) Anggaran Pendapatan 4tsli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000.000 yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah

 ̂c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 25.282.423.902

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp. 6.259.088.218

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.370.215.980

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.088.271.900

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 25.282.423.902 yang terdiri atas:
a. Pajak Hôtel Rp. 93.647.805
b . Pajak Restoran Rp.2.664.732.155
c. Pajak Reklame Rp. 3.000.000
d. Pajak Penerangan Jalan Rp. 154.000.000
e. Pajak Air Tanah Rp. 13.255.850.000
f. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 209.440.000
g. Pajak Minerai Bukan Logam dan Bantuan Rp. 3.623.953.942
h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 

1.000.000.000 ,
i. Bea Perolahan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Rp. 4.000.000 ^



Pasal 6

Dan seterusnya (sesuai dengan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
pendapatan).

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 
1.341.149.670.984 yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan 
ri Relanja transfer.

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 
a direncanakan sebesar Rp. 828.755.199.706 yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja bararig dan jasa;
c. Belanja bunga;
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan Rp. 427.751.864.117

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebasar Rp. 291.576.901.470

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan 
sebesar Rp. 1.601.150.000

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp. 64.938.089.108

(7) Belanja bantuan snsiaî sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f  
direncanakan sebesar Rp. 42.887.195.011

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 427.751.864.117 yang terdiri atas:
a. Gaji dan tunjangan;
b. Dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai)

(2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp. 250.969.205.051

(3) Dst (sesuai dengan objek pada belanja pegawai)

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

183.075.856.200 yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan f



Pasal 11

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 
huruf a direncanakan sebesar Rp. 168.196,856,200 yang terdiri ata s :
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Pencarian dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraluran 

perundang-undangan;
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp. 168.196.856.200
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.
(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.
(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
direncanakan sebesar Rp.

Pasal 12

(1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncakan sebesar 
Rp. 168.196.856.200 yang terdiri atas :
a. Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp.
b. Dst (sesuai dengan objek pada SiLPA)

Pasal 13

(1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Dst (sesuai dengan rincian objek pada pelampauan penerimaan PAD).

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan 
sebesar Rp. 25.282.423.902

(3) Dst (sesuai dengan rincian objek pada Pelampauan Penerimaan PAD).

Pasal 14

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf b direncanakan sebesar Rp. 14.879.000.000 yang terdiri atas :
a. Pembentukan dana cadangan ;
b. Penyertaan modal daerah;
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d. Pemberian pinjaman daerah; dan
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan .



Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defïsit) sebesar Rp.
(153.317.856.200)

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.
153.317.856.200

Pasal 16

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 2, tercantum daîam lampiran yang merupakan bagian
tidak Lerpisatikfcui dcu i Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja 
dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nam a Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial

5. Lampiran V Daftar Nama Penrima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
belanja bagi hasil;

7. Lampiran 
VII

Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

8. Lampiran 
VIII

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan 
rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 
kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek 
pendaptan, belanja dan pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katinganpada 
daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD 
dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Lampiran segaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari peraturan Bupati Katingan ini.

Pasal 18

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan keija 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan.

L



Pasal 19

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Katingan dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Kasongan,


